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Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya dalam
mengimplementasikan program pasar murah dengan tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah kota
Surabaya. Penelitian ini menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu
efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, penelitian ini menganalisis sejauh mana
program pasar murah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif
deskriptif, dengan pendekatan gabungan dari studi lapangan dan studi pustaka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
program pasar murah dinilai efektif dalam mencapai tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok, efisien dalam alokasi
biaya, memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, merata dalam penyebaran titik lokasi, responsif terhadap
kebutuhan dan tanggapan masyarakat serta ketepatan dalam sasaran yang dituju dan waktu pelaksanaannya, sehingga
hal tersebut dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Selain itu, saran yang dapat diajukan adalah melanjutkan
program secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan produsen dan distributor, serta melibatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program pasar murah.
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Pendahuluan

Stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga
daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi. Fluktuasi harga yang terlalu tinggi
dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat,
terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (Syafaruddin, 2024). Oleh
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karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah
strategis dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Hal tersebut sesuai dengan
kebijakan pemerintah dalam UU Pangan Tahun 2012 No. 18 pasal 55 ayat 1 dan 2 yang
berbunyi, pertama: Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga
Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Kedua: Stabilisasi pasokan dan harga
Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi
pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan
mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
juga sudah dijelaskan bahwasannya, tugas pemerintah daerah meliputi menjamin
ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta mencapai target konsumsi pangan perkapita
atau pertahun yang sesuai dengan standar kecukupan gizi (Asra & M., 2023). Sehingga
pemerintah kota Surabaya mengambil keputusan melalui program pasar murah untuk
menjaga stabilitas harga bahan pokok di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota No.51 tahun 2023 tentang Perdagangan dan
Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat menjelaskan bahwa Pasar Murah adalah aktivitas
kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan dan bahan pokok berbentuk penjualan
langsung kepada masyarakat dan pedagang pasar, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama
dengan produsen/distributor kebutuhan bahan pokok dengan harga dibawah harga pasar.
Program pasar murah di Surabaya mulai dijalankan karena adanya kenaikan harga yang
signifikan dan dengan adanya pasar murah diharapkan mampu membantu masyarakat
membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau (Surabaya, 2023). Namun,
keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengambilan keputusan yang tepat dan
optimal dari pihak-pihak terkait. Pasar murah adalah inisiatif yang dirancang sebagai
bagian integral dari strategi stabilisasi harga pangan yang diperkenalkan oleh pemerintah
di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah menugaskan Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menjadi salah satu pelaksana utama program
tersebut. Dengan demikian, pasar murah berfungsi sebagai mekanisme yang diperkuat
untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas harga pangan yang terjangkau bagi
masyarakat.

Pasar murah secara esensial dianggap sebagai ekstensi langsung dari operasi pasar
yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien dari produk-produk
pangan ke pasar-pasar lokal, meminimalkan fluktuasi harga yang tidak stabil serta
meningkatkan daya beli dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi penduduk. Tujuan
pokok dari pelaksanaan pasar murah adalah untuk menekan permintaan terhadap pasar
dengan harapan bahwa penurunan permintaan tersebut akan mengakibatkan penurunan
harga di pasar secara keseluruhan, yakni dengan mengurangi intensitas permintaan,
diharapkan pasar dapat mengendalikan harga-harga dengan lebih efektif (Suk, 2021).
Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan program pasar murah di Surabaya sebagai
upaya untuk menekan inflasi dengan menstabilkan harga pangan dengan menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok selama bulan ramadhan dan hingga akhir tahun.
Inisiatif tersebut dijalankan dengan tujuan utama untuk mengurangi tekanan ekonomi
masyarakat, seperti permasalahan (Giannetti, 2021). Pertama, kenaikan harga pokok yang
menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Surabaya,
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khususnya pada periode tertentu seperti musim panas atau saat terjadi peningkatan
permintaan.

Masalah ini dapat menimbulkan beban bagi masyarakat dengan pendapatan yang
terbatas dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua,
ketimpangan Ekonomi, pada ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat juga
menjadi  faktor penting dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk
menyelenggarakan program pasar murah. Dengan adanya kesenjangan pendapatan yang
besar, banyak masyarakat kurang mampu di Surabaya kesulitan untuk membeli barang-
barang kebutuhan pokok dengan harga pasar reguler. Ketiga, dampak pandemi covid-19
yang mana pasca terjadinya pandemi covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap
perekonomian global, termasuk di Surabaya karena banyak orang kehilangan pekerjaan
atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi ini, sehingga menyebabkan
semakin banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan
pokok. Keempat, peningkatan inflasi yang mana inflasi yang terjadi di Surabaya juga
menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk mengadakan
program pasar murah. Kenaikan yang memiliki dampak langsung dan melebar atau luas
terhadap peningkatan harga lainnya dapat diidentifikasi sebagai inflasi (Sari et al., 2021).
Karena inflasi yang tinggi dapat membuat harga barang semakin mahal dan sulit dijangkau
oleh sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi lemah.

Program pasar murah ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan-
bahan pokok tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi. Program
ini tidak hanya dijalankan selama bulan Ramadhan, tetapi juga akan dipertimbangkan
untuk evaluasi dan dapat dilanjutkan hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah kota juga
bekerja sama dengan kepolisian untuk mencegah penimbunan bahan pokok, terutama
menjelang Hari Raya Idul Fitri (Elfenbein, 2019). Program pasar murah ini menawarkan
berbagai jenis bahan pokok esensial, termasuk beras, minyak goreng, bawang merah,
bawang putih, gula dan daging. Pengambilan keputusan yang optimal dalam menjalankan
program pasar murah melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan, seperti penentuan
lokasi yang strategis, manajemen persediaan yang efisien, koordinasi antara pemerintah
daerah dan pusat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Pemerintah kota
Surabaya telah mengambil langkah yang tepat, dengan adanya program pasar murah ini
dapat membantu masyarakat kota Surabaya mendapatkan bahan pangan pokok dengan
harga yang lebih murah. Untuk mendukung keberhasilan program ini berlangsung
diperlukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan program pasar murah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi berdasarkan
6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yaitu indikator efektivitas,
yaitu untuk mengukur apakah program ini telah berjalan efektif dalam mengatasi masalah
yang terjadi (Cabrales, 2020). Kedua indikator efisiensi, yaitu indikator untuk mengukur
apakah program pasar murah ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga murah. Ketiga indikator kecukupan,
untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu memberikan solusi yang memadai
terhadap permasalahan yang dihadapi. Keempat indikator pemerataan, untuk melihat
sejauh mana program pasar murah dapat memberikan manfaat secara adil kepada semua
masyarakat tanpa ada kesenjangan. Kelima indikator responsivitas, untuk mengukur
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sejauh mana program pasar murah tersebut dapat merespon perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan sekitar dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial,
ekonomi, maupun politik (Burigana, 2023). Keenam indikator ketepatan, yang mana
indikator ini dapat mengukur sejauh mana program pasar murah ini dapat mencapai tujuan
yang ditetapkan dengan melibatkan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Program Pasar Murah
Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya.”

Metode

Metode penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mendapatkan
informasi mengenai kajian yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini gabungan dari studi
lapangan (field study) dan studi pustaka (literature review) dalam Darmalaksana (2020:3).
Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi kebijakan melalui program pasar murah dalam
menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Kota Surabaya yang di buat dan diputuskan oleh
pemerintah kota Surabaya. Sehingga pada keputusan pemerintah terkait program pasar
murah agar dapat diketahui tingkat efektivitas atau tidaknya dengan mengevaluasi suatu
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena evaluasi tidak hanya memberikan analisis
tentang tingkat penyelesaian masalah, namun juga memberikan wawasan dan kritik
terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan, yang pada akhirnya mendukung
proses penyesuaian dan pengembangan ulang masalah (Dunn, 2000) dalam (Adeliana et al.,
2019). Sehingga pada penelitian ini penulis mengevaluasi keputusan pemerintah terkait
pasar murah melalui evaluasi program dengan menggunakan enam indikator menurut
William N. Dunn, yakni:

1. Efektivitas (Effectiveness) Efektivitas biasanya berhubungan dengan hasil yang
diharapkan dari penyelenggaraan program pasar murah. Oleh karena itu, mengukur
efektivitas dapat dilakukan dengan melihat dan menilai seberapa jauh suatu tujuan
telah dicapai.

2. Efisiensi (Efficiency) Bisa dikatakan bahwa efisiensi biasanya diukur dengan
perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas program
pasar murah karena efisiensi adalah upaya yang dibutuhkan dan juga diperlukan
untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.

3. Kecukupan (Adequacy) Kecukupan adalah tingkat efektivitas untuk memenuhi
kebutuhan. Ini juga dapat berarti seberapa jauh efektivitas dapat memenuhi
kebutuhan nilai.

4. Pemerataan (Equity) Rasionalitas legal dan sosial biasanya berhubungan dengan
pemerataan, yang juga biasanya menghasilkan pemerataan akibat dan upaya dari
kelompok yang terlibat dalam masyarakat.

5. Responsivitas (Responsiveness) Responsivitas didefinisikan sebagai seberapa jauh
kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah
masyarakat.

6. Ketepatan (Appropriateness) Ketepatan dalam teori evaluasi William Dunn ini
mengacu pada nilai tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan kebijakan.
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Peneliti menggunakan keenam indikator di atas untuk menjelaskan dan
menggambarkan sejauh mana program pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga bahan
pokok di Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi
kepustakaan. Teknik analisis data penelitian ini didasarkan pada karya Miles dan
Huberman, yang mengusulkan pendekatan tiga cabang untuk memahami data: Reduksi
data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas yang dimaksudkan adalah aspek yang sangat krusial untuk menilai
sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika suatu kebijakan
telah berjalan dengan efektif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah
mencapai keberhasilan yang diharapkan (Setiawan et al., 2017). Pada pengimplementasian
program pasar murah di Surabaya rasio efektivitas dimanfaatkan sebagai instrumen
evaluasi untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana program
yang telah dicanangkan, dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya (Adiyadnya & Setiawina, 2015). Sehingga keputusan
pemerintah dengan melaksanakan program pasar murah telah dianggap berjalan dengan
efektif di beberapa titik lokasi yang ada di Surabaya. Hal tersebut dibuktikan dengan
tingkat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam program pasar murah, yaitu dalam
menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya, yakni dengan dibuktikan oleh wali kota
Surabaya Eri Cahyadi yang mengajukan permintaan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) untuk dapat melaksanakan Pasar Murah
sampai akhir tahun 2024. Dimana, seperti yang telah dijelaskan oleh kepala Dinkopdag
yaitu Dewi Soeriyawati menyatakan bahwa operasional pasar murah merupakan hasil dari
kerjasama antara pemerintah kota dengan berbagai pihak, termasuk distributor, produsen
dan kelompok tani.

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah kota Surabaya dalam
mengatasi masalah inflasi, dengan fokus khusus pada pengendalian dampak inflasi
terhadap masyarakat Surabaya. Ada berbagai jenis bahan pokok yang tersedia di Pasar
Murah. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Beras Premium, yang dijual dalam
volume 204.500 Kilogram dengan tarif Rp67.500 per sak, dan disajikan dalam kemasan 5
Kg. Selain itu, Beras medium juga tersedia dalam jumlah 50.000 Kilogram, dengan tarif
Rp50.000 per sak, dan juga disajikan dalam kemasan 5 Kg. Selanjutnya, pasar murah
menawarkan gula sebanyak 17.600 Kilogram, dengan tarif Rp16.000 per Kg serta telur ayam
sebanyak 10.000 Kg atau setara dengan 16.000 pack, dengan tarif Rp19.000 per pack. Pasar
murah juga menyediakan bawang merah dalam jumlah 4,5 ton, yang setara dengan 9.900
bungkus, dengan tarif Rp10.000 per kilogram, apalagi makanan beku dan daging ayam juga
tersedia, yang didistribusikan secara langsung oleh distributor di 47 titik lokasi pasar murah
(BPKAD SURABAYA, 2024). Selain itu, tingkat efektivitas program pasar murah juga dapat
dilihat dari seberapa besar dampak program pasar murah dalam menekan harga bahan
pokok di Surabaya, seperti adanya gerakan pangan murah (GPM) yang dampaknya sangat
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besar dalam menekan harga bahan pokok (Mertikopoulos, 2024). Kegiatan GPM ini digelar
untuk memperkuat pelaksanaan program operasi pasar yang dilaksanakan dua kali dalam
satu pekan oleh pemkot setempat di kantor kecamatan, kelurahan hingga balai RW.

Pemerintah kota Surabaya meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir soal
ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dikarenakan biasanya di GPM, akan
menyediakan sekitar 8-10 ton beras, termasuk beras SPHP dan beras premium. Berdasarkan
hal tersebut, masyarakat Surabaya dan sekitarnya merasakan bahwa keputusan yang
diambil oleh pemerintah kota Surabaya terkait penyelenggaraan program pasar murah
dianggap sudah efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Apalagi, jika
diwaktu menjelang bulan ramadhan dan hari raya yang dimana harga-harga kebutuhan
pokok biasanya melonjak drastis, sehingga banyak warga setempat yang mengeluhkan hal
itu, terutama pada warga yang ekonominya rendah yang pastinya akan sangat merasa
dirugikan (O’Brien, 2023). Namun, untung saja hal tersebut sudah ditangani oleh
pemerintah kota Surabaya dengan tetap menjaga stabilisasi harga bahan pokok melalui
pasar murah dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Surabaya yang berkesinambungan. Dimana, pada kondisi harga yang stabil
memungkinkan para pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang, untuk bisa
melakukan perencanaan investasi dan kegiatan produksi secara lebih baik. Hal ini, pada
akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait serta juga dapat
menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat (Ap & Hertati, 2023). Dengan
keputusannya untuk menggelar pasar murah yang berada pada 200-an titik lokasi di kota
Surabaya, yang mana pada 1 titik bisa mengcover beberapa RW supaya lebih mudah
dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Efisiensi
Menurut Susilo dalam (Serda et al., 2022), efisiensi merujuk pada kondisi atau
keadaan di mana suatu tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat dan
menggunakan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki. Indikator yang digunakan peneliti
untuk mengukur efisiensi dari implementasi program pasar murah di Surabaya adalah
alokasi biaya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan evaluasi dari aspek
efisiensi untuk implementasi program pasar murah di Surabaya dalam menjaga stabilisasi
harga dapat didikatakan bahwa program pasar murah dilaksanakan dengan menggunakan
alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan (Saraiva, 2023). Yakni dibuktikan dengan
adanya langkah-langkah, seperti:
1. Monitoring harga komoditas pangan di pasar setiap hari.
2. Jalinan kerjasama dengan daerah penghasil bahan pangan.
3. Membuat Kios TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk menjual beras sesuai
HET (Harga Eceran Tertinggi) serta melakukan operasi pasar.
4. Melakukan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Tanam Bersama untuk tanaman
cepat panen.
5. Mengadakan kegiatan Gerakan Pangan Murah setiap sebulan sekali berlokasi di
daerah padat penduduk yang menjual.
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6. Berkoordinasi dengan distributor atau produsen bahan pokok agar tidak melakukan
penimbunan.

7. Meminta mereka agar menjual bahan pokok dengan harga normal atau sesuai
ketentuan.

8. Melakukan rapat koordinasi setiap dua kali dalam seminggu untuk mengevaluasi

efektivitas langkah-langkah yang telah diambil (Jatim Newsroom, 2024).

Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan distributor atau produsen bahan pokok
agar tidak melakukan penimbunan dan meminta mereka untuk menjual bahan pokok
dengan harga yang normal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini
dilakukan oleh pemerinth kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk
Surabaya dan memastikan stabilitas pasokan serta harga pangan di wilayah setempat.
Dikarenakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,
pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Yang mana tanggung
jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan semata, namun juga
mencakup penciptaan kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera (Fox, 2022). Untuk itu,
pencapaian tujuan tersebut mustahil dapat diwujudkan apabila tanpa adanya keterlibatan
aktif pemerintah dalam membela dan melindungi kelompok masyarakat yang lemah serta
memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan terkait aspek
ekonomi. Dengan demikian, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam upaya
mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya (TOHARI, 2018).
Dari hal tersebut, dapat dianggap bahwa keputusan pemkot terkait penyelenggaraan
program pasar murah di Surabaya dalam penempatan alokasi biayanya sudah sesuai antara
anggaran yang diberikan dengan anggaran yang direalisasikan dan target kinerja yang
ditetapkan. Sehingga pengambilan keputusan yang dibuat pemerintah kota Surabaya
untuk menggelar pasar murah yang tujuannya menstabilkan harga bahan pokok berhasil
menangani inflasi, khususnya dari sisi pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat
Surabaya.

Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara pilihan kebijakan
dengan hasil yang diinginkan (Mustari, 2015). Kecukupan dalam evaluasi ini untuk
mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dapat memecahkan
permasalahan yang terjadi. Dalam mengevaluasi kebijakan juga perlu melihat sejauh mana
hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan publik, program yang dibuat
harus mampu untuk membantu memecahkan masalah publik, supaya kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi hambatan, penyelenggara
kebijakan juga harus tahu apa yang dihadapi masyarakat agar tidak salah dalam
memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah (Nawaz, 2022). Dalam konteks program
pasar murah di Surabaya, indikator kecukupan ini dapat digunakan untuk menilai apakah
program tersebut mampu memuaskan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi
kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Dengan dilihat dari: Apakah jenis dan jumlah
bahan pokok yang dijual di pasar murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya?
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Dari pertanyaan tersebut dapat dijawab, iya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jawaban
tersebut dapat dibuktikan dengan data yang peneliti dapatkan dari pernyataan pemkot
Surabaya pada tahun 2023 yang menegaskan bahwa indeks ketersediaan bahan pokok
utama, yaitu beras sangat memadai untuk seluruh penduduk kota Surabaya.

Indeks kecukupan pangan bahan pokok beras kota Surabaya pada bulan Agustus
2023 mencapai 1,31 yang menunjukkan bahwa jumlah beras yang tersedia di pasar,
termasuk di agen, toko, pedagang eceran dan toko kelontong melebihi jumlah kebutuhan
seluruh penduduk kota Surabaya. Yang jika digambarkan kebutuhan beras untuk seluruh
penduduk kota Surabaya adalah 100 ton, maka jumlah beras yang tersedia di pasar
mencapai 131 ton. Oleh karena itu, beras sebagai bahan pokok utama dianggap sangat
mencukupi untuk seluruh kebutuhan warga kota Surabaya (Pewarta Pemkot Surabaya,
2023). Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan yang juga menjabat sebagai ketua tim
pengendali inflasi kota Surabaya, menegaskan bahwa pemkot Surabaya melakukan
pengendalian harga dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan harga dari
pemantauan harga komoditas di berbagai pasar melalui televisi yang dipasang di pasar-
pasar tersebut, termasuk Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru dan
Pabean.

Dari informasi tersebut warga bisa mengetahui harga wajar yang ada di hari itu
sehingga para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga yang terlalu tinggi.
Oleh karenanya, warga tidak perlu khawatir, karena ketersediaan sangat cukup memenuhi
kebutuhan masyarakat dan harga diharapakan tidak akan naik tinggi dengan
digelontorkannya beras ke para pedagang, yang dimana harga tersebut telah diketahui oleh
semua pedagang yang dipasok. Upaya ini dilakukan guna memberikan solusi terhadap
permasalahan tingginya biaya hidup yang dihadapi masyarakat, terutama bagi masyarakat
yang bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Melalui program ini, harga
beras dipangkas sehingga masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya finansialnya
secara lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan
demikian, beban pengeluaran rumah tangga dapat diringankan, khususnya untuk
mencukupi konsumsi bahan makanan pokok tersebut (Putra & A., 2023). Berdasarkan hal
tersebut, pengambilan keputusan pemerintah melalui program pasar murah merupakan
keputusan yang tepat, karena program pasar murah telah memenuhi kriteria kecukupan
dalam menangani permasalahan publik di Surabaya akibat kenaikan harga bahan pokok
dan peningkatan inflasi.

Pemerataan

Menurut teori William Dunn, pemerataan merujuk pada pola pikir dalam bertindak
secara legal yang berhubungan dengan pemasaran akibat usaha antar kelompok yang tidak
sesuai dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerataan erat kaitannya dengan bagaimana
kebijakan tersebut diimplementasikan. Di mana kebijakan tersebut harus diterapkan secara
adil untuk masyarakat. Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu :
“Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan
yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Prinsip pemerataan (equity) sangat
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terkait dengan prinsip rasionalitas yang bersifat legal dan sosial, yang menunjukkan
distribusi hasil dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat.” (Winarno, 2002).

Kadisperdagin Surabaya Widodo Suryantoro mengatakan, sasaran utama pasar
murah adalah wilayah padat penduduk dengan rata-rata tingkat ekonomi menengah ke
bawah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menilai indikator pemerataan tersebut
dari sisi penyebaran titik pelaksanaan program pasar murah. Pemerintah Kota Surabaya
berencana akan menggelar program pasar murah ini di 200-an lokasi yang tersebar di
seluruh wilayah kota Surabaya mulai dari Surabaya bagian Timur, Barat, Selatan hingga
Utara. Selain pasar murah Ramadan, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan bahan
pokok dengan harga yang terjangkau di Kios TPID. Saat ini, Kios TPID telah ditempatkan
di 40 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya, Dinkopdag serta Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pada Selasa, 12 Maret 2024 pemerintah kota sudah berhasil
merealisasikan program tersebut di 244 titik yang tersebar di Surabaya. Wali Kota, Eri
Cahyadi mengatakan “Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyelenggarakan pasar
murah di 200-an titik lokasi. Di mana setiap lokasi tersebut mencakup beberapa Rukun
Warga (RW), ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdekatkan diri kepada
masyarakat”, jelasnya (Haezer, 2024). Berdasarkan dari data tersebut, indikator pemerataan
dalam program ini dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari penyebaran wilayah yang
merata.

Responsivitas

Menurut William N. Dunn, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan
publik adalah Responsivitas (responsiveness), yang merujuk pada sejauh mana kebijakan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai yang diinginkan oleh
berbagai kelompok dalam masyarakat tertentu” (Dunn, 2003). Adapun pengertian
responsitivitas menurut Budi Winarno, yaitu: “Responsivitas dalam konteks kebijakan
publik dapat didefinisikan sebagai tanggapan terhadap suatu tindakan, yang berarti sejauh
mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai yang
diinginkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat diukur
melalui reaksi masyarakat yang merespons pelaksanaan kebijakan setelah
mempertimbangkan dampak yang diharapkan, serta reaksi masyarakat setelah dampak
kebijakan mulai terlihat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan” (Winarno,
2002).

Dari penjelasan tersebut dikatakan pengambilan keputusan pemerintah terkait
keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui respon atau tanggapan masyarakat
mengenai adanya program pasar murah. Dimana, adanya program pasar murah ini
masyarakat menunjukkan antusiasnya, dapat dibuktikan berdasarkan pernyataan dari
Umar Agung selaku koordinator Dinkopdag dalam acara Pasar Murah menyebut, selama
seminggu ini pihaknya sudah menjual 50 sak beras medium yang dibanderol Rp51.500,
serta 60 sak beras premium yang dipatok seharga Rp67.500. Antusias masyarakat untuk
membeli bahan pokok tersebut karena pemerintah menjual barang dengan harga yang lebih
murah dari harga sebelumnya yaitu mencapai Rp74.500. Harga yang ditawarkan
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pemerintah jelas memiliki selisih yang jauh lebih murah yaitu Rp7000 dibandingkan
dengan harga yang beredar sebelumnya. Dengan selisih harga yang cukup jauh,
masyarakat lebih antusias untuk membeli bahan pokok di pasar murah. Antusias
masyarakat juga dapat dilihat melalui stok barang yang dibawa Dinkopdag selalu hampir
habis setiap harinya. “Karena memang harga beras dan beberapa bahan pokok di pasar
lainnya cukup tinggi, jadi pasti stok yang dibawa ke pasar murah selalu hampir habis,”
ujarnya. Sehingga, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa program pasar murah ini
berhasil menjaga stabilisasi karena lonjakan harga bahan pokok di Surabaya. Karena dalam
upaya merespons lonjakan harga yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat,
tindakan stabilisasi dipandang sebagai langkah yang diambil setelah dilakukannya proses
pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga di pasar (Maisyarah et al., 2014).
Dimana, stabilisasi sendiri tujuannya adalah untuk mengendalikan fluktuasi harga yang
signifikan, supaya kebutuhan dan daya beli masyarakat Surabaya dapat terjaga
(Fadhlulloh, 2018).

Ketepatan

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William
N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai
atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan
kebijakan tersebut. Kriteria yang menilai ketepatan secara dekat sangat terkait dengan
aspek rasionalitas dan substansi, karena pertanyaan yang berkaitan dengan ketepatan
kebijakan tidak hanya terkait dengan satu kriteria individu saja, tetapi melibatkan dua atau
lebih kriteria secara bersamaan (Akibu, n.d.). Inisiatif pelaksanaan program pasar murah
merupakan sebuah pengambilan keputusan dan langkah strategis yang tepat sasaran dalam
menghadapi situasi inflasi yang tengah melanda saat ini. Kegiatan pasar murah yang
diselenggarakan secara serentak ini diyakini mampu menjadi solusi efektif untuk
menstabilkan harga komoditas pangan pokok yang kerap mengalami lonjakan saat
memasuki bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Dihadirkannya pasokan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau,
diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
di masa-masa krusial tersebut. Berdasarkan pertimbangan kondisi ketepatan sasaran dan
waktu pelaksanaan yang telah disesuaikan, maka program pasar murah ini telah memenuhi
kriteria ketepatan atau relevansi yang dibutuhkan. Seperti dalam perencanaan program
pasar murah, pemerintah memiliki sasaran langsung terhadap masyarakat yang
berdomisili di sekitar area pasar. Sehingga dari hasil secara langsung yang ada di lapangan
dapat dibilang bahwa program ini telah mencapai target ketepatan sasaran program yang
diinginkan (Reswari & Manggalou, 2023). Serta penyelenggaraan kegiatan ini secara tepat
waktu pada saat terjadi peningkatan permintaan barang kebutuhan pokok akibat periode
Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan sebuah upaya antisipatif
yang patut diapresiasi. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan
dampak positif dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memperoleh
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akses terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau di
tengah situasi inflasi yang terjadi.

Kesimpulan

Hasil evaluasi yang sudah dilakukan menggunakan enam indikator menurut
William N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan
ketepatan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pemerintah Kota Surabaya
melalui program pasar murah dinilai efektif, efisien, cukup, merata, responsif dan tepat
sasaran dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok serta mengurangi tekanan ekonomi
masyarakat, terutama pada periode tertentu seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari
Raya Idul Fitri. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan antara lain: 1) Program pasar
murah berhasil mencapai tujuannya dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di
Surabaya dengan menyediakan berbagai jenis bahan pokok esensial dengan harga yang
lebih terjangkau bagi masyarakat. 2) Alokasi biaya dalam pelaksanaan program pasar
murah dilakukan secara efisien dengan melakukan koordinasi yang baik dengan distributor
dan produsen, serta melakukan monitoring harga secara rutin. 3) Ketersediaan bahan
pokok dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya, khususnya
untuk komoditas beras yang mencapai indeks kecukupan 1,31. 4) Penyebaran titik lokasi
pasar murah yang merata di seluruh wilayah Surabaya menunjukkan adanya pemerataan
dalam pelaksanaan program ini. 5) Tanggapan dan antusiasme masyarakat yang positif
terhadap program pasar murah mencerminkan responsivitas yang baik dari kebijakan ini
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 6) Program pasar murah dinilai tepat sasaran dan
dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu saat terjadi inflasi dan menjelang Hari Raya Idul
Fitri.

Berdasarkan hasil evaluasi dan simpulan yang telah dipaparkan, penulis
memberikan masukan berupa beberapa saran yang dapat dijadikan bahan kajian di masa
mendatang yakni, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan program
pasar murah secara berkala, tidak hanya terbatas pada periode tertentu seperti bulan
Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga pada waktu-waktu lain
yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan produsen, distributor, dan
kelompok tani dalam rangka menjaga ketersediaan dan pasokan bahan pokok yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya.

3. Melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap jenis, jumlah, dan
harga bahan pokok yang dijual di pasar murah agar sesuai dengan kebutuhan dan
daya beli masyarakat.

4. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi program pasar murah kepada masyarakat
agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini, terutama
masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

5. Mempertimbangkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program pasar murah, seperti dengan membentuk kelompok masyarakat yang
bertugas membantu pendistribusian bahan pokok atau menjaga ketertiban di lokasi
pasar murah.
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